
1Halaman :

KOTA JAKARTA TIMUR: (55)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP): (089)

BAGIAN-A

: (651994)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT BPKP

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

089.01.CH Program Pengawasan Pembangunan 2,415,000,000 2,415,000,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan  Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Indikator Kinerja Program :

01.01 Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi

01.02 Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi

01.03 Nilai efisiensi pengeluaran negara

01.04 Nilai penyelamatan Keuangan negara

02
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman
Indikator Kinerja Program :

02.01 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target

02.02 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

02.03 Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang tercapai sesuai target

02.04 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target

02.05 Jumlah Program Prioritas yang memenuhi dimensi
akuntabilitas

03
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern KL Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman
Indikator Kinerja Program :

03.01 Persentase APIP K/L  dengan Kapabilitas APIP lebih dari
sama dengan Level 3

03.02 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP lebih dari sama
dengan Level 3

03.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3

04 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan  Negara Bidang Polhukam dan PMK
Indikator Kinerja Program :

04.01 Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi

04.02 Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi

04.03 Nilai efisiensi pengeluaran negara

04.04 Nilai penyelamatan Keuangan negara

05 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan Nasional Bidang Polhukam dan PMK
Indikator Kinerja Program :

05.01 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target

05.02 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

05.03 Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang tercapai sesuai target

05.04 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target

05.05 Jumlah Program Prioritas yang memenuhi dimensi
akuntabilitas

06 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern KL bidang Polhukam dan PMK
Indikator Kinerja Program :

06.01 Persentase APIP K/L  dengan Kapabilitas APIP lebih dari
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Sasaran Program :

Indikator Kinerja Program :

06.01 sama dengan Level 3

06.02 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP lebih dari sama
dengan Level 3

06.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3

07 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Daerah
Indikator Kinerja Program :

07.01 Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

07.02 Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi

07.03 Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah

08 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan Nasional
Indikator Kinerja Program :

08.01 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

09 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program :

09.01 Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP lebih
dari sama dengan Level 3

09.02 Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP lebih dari
sama dengan Level 3

09.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3

09.04 Persentase Pemda Prov dengan MRI lebih dari sama dengan
Level 3

09.05 PersentasePemda Kab/Kota dengan MRI lebih dari sama
dengan Level 3

10 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan
Fiskal Badan Usaha Terhadap Keuangan Negara dan Daerah
Indikator Kinerja Program :

10.01 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap
keuangan negara dan daerah kategori baik

10.02 Persentase efisiensi biaya pada badan usaha

11 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan
Badan Usaha Terhadap Pembangunan Nasional
Indikator Kinerja Program :

11.01 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap
pembangunan nasional kategori baik

11.02 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

12 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan
dan Efektivitas Operasional Badan Usaha
Indikator Kinerja Program :

12.01 Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional
Baik

13 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata
Kelola BUMN/D/ BLUD
Indikator Kinerja Program :

13.01 Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik

13.02 Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

13.03 Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat
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Sasaran Program :

Indikator Kinerja Program :

13.04 Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat

14 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha
Indikator Kinerja Program :

14.01 Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP lebih dari
sama dengan level 3

14.02 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP lebih dari sama
dengan Level 3

14.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3

14.04 Persentase BU dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3

14.05 Persentase BU dengan Kapabilitas SPI lebih dari sama
dengan Level 3

15 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas  Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi
Indikator Kinerja Program :

15.01 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

15.02 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

16 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kelancaran
Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Indikator Kinerja Program :

16.01 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang
diselesaikan

17 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi pada Badan Usaha
Indikator Kinerja Program :

17.01 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi
baik

18 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Indikator Kinerja Program :

18.01 Persentase hasil pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti

18.02 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

19 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi
Indikator Kinerja Program :

19.01 Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

19.02 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

20 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Daerah pada Perwakilan
Indikator Kinerja Program :

20.01 Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

20.02 Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi

20.03 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

20.04 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

21 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Pembangunan Nasional pada Perwakilan
Indikator Kinerja Program :
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Sasaran Program :

Indikator Kinerja Program :

21.01 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

21.02 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang
diselesaikan

22 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Badan Usaha pada Perwakilan
Indikator Kinerja Program :

22.01 Persentase badan usaha dengan pengelolaan korporasinya
baik

22.02 Persentase BUMD dengan kinerja sehat

22.03 Persentase BLUD dengan kinerja sehat

22.04 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

23 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi pada Perwakilan
Indikator Kinerja Program :

23.01 Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi
baik

23.02 Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

23.03 Persentase hasil pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti

23.04 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

24 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU pada Perwakilan
Indikator Kinerja Program :

24.01 Persentase APIP K/L/P/ dengan Kapabilitas APIP lebih besar
sama dengan Level 3

24.02 Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP lebih besar
sama dengan Level 3

24.03 Persentase Pemda Provinsi dengan MRI lebih besar sama
dengan Level 3

24.04 Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI lebih besar sama
dengan Level 3

24.05 Persentase BUMN dengan MRI lebih besar sama dengan
Level 3

24.06 Persentase BUMD dengan MRI lebih besar sama dengan
Level 3

24.07 Persentase BLUD dengan MRI lebih besar sama dengan
Level 3

24.08 Persentase BU dengan Kapabilitas SPI lebih besar sama
dengan Level 3

25 Meningkatnya Dukungan Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan dan Pembangunan
Indikator Kinerja Program :

25.01 Indeks Kualitas Peran dan Layanan Pusat-Pusat dan
Inspektorat

3671 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
BPKP 2,415,000,000 2,415,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

3671.EBD
              70.00

Dokumen, Layanan,
Laporan, Rekomendasi

2,415,000,000 2,415,000,000Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.55 KOTA
JAKARTA TIMUR

Indikator KRO

001                   40.00
Dokumen 2,120,998,000 2,120,998,000Hasil Pengawasan Internal BPKP
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Indikator RO

002                    2.00
Dokumen 48,580,000 48,580,000Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal

Indikator RO

003                   16.00
Dokumen 137,711,000 137,711,000Hasil Evaluasi SAKIP BPKP

Indikator RO

004                   12.00
Dokumen 107,711,000 107,711,000Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP

Indikator RO
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089.01.WA Program Dukungan Manajemen 9,194,030,000 9,194,030,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan BPKP

Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks Kesehatan BPKP

01.02 Indeks RB

01.03 Opini BPK

01.04 Nilai SAKIP

01.05 Indeks Reputasi

01.06 Maturitas SPIP

01.07 Indeks MR

01.08 IACM BPKP

01.09 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

01.10 Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen 9,194,030,000 9,194,030,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

3676.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

9,064,594,000 9,064,594,000Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.55 KOTA
JAKARTA TIMUR

Indikator KRO

962                    1.00
Layanan 197,780,000 197,780,000Layanan Umum

Indikator RO

994                    1.00
Layanan 8,866,814,000 8,866,814,000Layanan Perkantoran

Indikator RO

3676.EBB               20.00 Unit, m2,
Paket 129,436,000 129,436,000Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 01.55 KOTA

JAKARTA TIMUR
Indikator KRO

951                   20.00 Unit 129,436,000 129,436,000Layanan Sarana Internal

Indikator RO

Jakarta, 26 Juli 2023



1Halaman :

UNIT ORG

SATUAN KERJA

: (089)

: (089.01.CH)
: (01)

PROGRAM

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

PROPINSI
INSPEKTORAT BPKP

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

LOKASI KOTA JAKARTA TIMUR

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
KEMEN/LEMB

BAGIAN-B

Program Pengawasan Pembangunan
: (651994)

DKI JAKARTA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

TAHUN ANGGARAN 2023

: (01)
: (55)

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/

KOMPONEN VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF

BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023 SD/
CP

KP/
KD/
DK/
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KODE

Sasaran Program :
089.01.CH 2,415,000,000Program Pengawasan Pembangunan 2,415,000,000

01 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan  Negara Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
Indikator Kinerja Program :

01.01 Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi

01.02 Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi

01.03 Nilai efisiensi pengeluaran negara

01.04 Nilai penyelamatan Keuangan negara

02 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
Indikator Kinerja Program :

02.01 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target

02.02 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

02.03 Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang tercapai sesuai
target

02.04 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai
target

02.05 Jumlah Program Prioritas yang memenuhi dimensi
akuntabilitas

03 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kualitas Pengendalian Intern KL Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
Indikator Kinerja Program :

03.01 Persentase APIP K/L  dengan Kapabilitas APIP lebih dari
sama dengan Level 3

03.02 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP lebih dari sama
dengan Level 3

03.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level
3

04 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan  Negara Bidang Polhukam dan
PMK
Indikator Kinerja Program :

04.01 Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi

04.02 Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi

04.03 Nilai efisiensi pengeluaran negara

04.04 Nilai penyelamatan Keuangan negara

05 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang
Polhukam dan PMK
Indikator Kinerja Program :

05.01 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target

05.02 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

05.03 Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang tercapai sesuai
target

05.04 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai
target

05.05 Jumlah Program Prioritas yang memenuhi dimensi
akuntabilitas

06 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kualitas Pengendalian Intern KL bidang Polhukam dan
PMK
Indikator Kinerja Program :

06.01 Persentase APIP K/L  dengan Kapabilitas APIP lebih dari
sama dengan Level 3

06.02 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP lebih dari sama
dengan Level 3

06.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level
3
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07 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Program :

07.01 Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

07.02 Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi

07.03 Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah

08 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Program :

08.01 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

09 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program :

09.01 Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP
lebih dari sama dengan Level 3

09.02 Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP lebih dari
sama dengan Level 3

09.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level
3

09.04 Persentase Pemda Prov dengan MRI lebih dari sama
dengan Level 3

09.05 PersentasePemda Kab/Kota dengan MRI lebih dari sama
dengan Level 3

10 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Dukungan Fiskal Badan Usaha Terhadap Keuangan
Negara dan Daerah
Indikator Kinerja Program :

10.01 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal
terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik

10.02 Persentase efisiensi biaya pada badan usaha

11 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Dukungan Badan Usaha Terhadap Pembangunan
Nasional
Indikator Kinerja Program :

11.01 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap
pembangunan nasional kategori baik

11.02 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

12 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Indikator Kinerja Program :

12.01 Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional
Baik

13 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD

Indikator Kinerja Program :

13.01 Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik

13.02 Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

13.03 Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat

13.04 Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat

14 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha

Indikator Kinerja Program :

14.01 Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP lebih dari
sama dengan level 3

14.02 Persentase K/L dengan Maturitas SPIP lebih dari sama
dengan Level 3

14.03 Persentase K/L dengan MRI lebih dari sama dengan Level
3

14.04 Persentase BU dengan MRI lebih dari sama dengan Level
3

14.05 Persentase BU dengan Kapabilitas SPI lebih dari sama
dengan Level 3
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15 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang
Investigasi
Indikator Kinerja Program :

15.01 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

15.02 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

16 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja Program :

16.01 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang
diselesaikan

17 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Badan Usaha

Indikator Kinerja Program :

17.01 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian
korupsi baik

18 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Indikator Kinerja Program :

18.01 Persentase hasil pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti

18.02 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

19 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indikator Kinerja Program :

19.01 Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

19.02 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi
Baik

20 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah pada
Perwakilan
Indikator Kinerja Program :

20.01 Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

20.02 Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi

20.03 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

20.04 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

21 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Pembangunan Nasional pada Perwakilan

Indikator Kinerja Program :

21.01 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

21.02 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang
diselesaikan

22 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Badan Usaha pada Perwakilan

Indikator Kinerja Program :

22.01 Persentase badan usaha dengan pengelolaan
korporasinya baik

22.02 Persentase BUMD dengan kinerja sehat

22.03 Persentase BLUD dengan kinerja sehat

22.04 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

23 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Perwakilan

Indikator Kinerja Program :

23.01 Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian
korupsi baik

23.02 Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi
Baik

23.03 Persentase hasil pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti

23.04 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
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24 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU pada
Perwakilan
Indikator Kinerja Program :

24.01 Persentase APIP K/L/P/ dengan Kapabilitas APIP lebih
besar sama dengan Level 3

24.02 Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP lebih besar
sama dengan Level 3

24.03 Persentase Pemda Provinsi dengan MRI lebih besar sama
dengan Level 3

24.04 Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI lebih besar
sama dengan Level 3

24.05 Persentase BUMN dengan MRI lebih besar sama dengan
Level 3

24.06 Persentase BUMD dengan MRI lebih besar sama dengan
Level 3

24.07 Persentase BLUD dengan MRI lebih besar sama dengan
Level 3

24.08 Persentase BU dengan Kapabilitas SPI lebih besar sama
dengan Level 3

25 Meningkatnya Dukungan Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan dan Pembangunan

Indikator Kinerja Program :

25.01 Indeks Kualitas Peran dan Layanan Pusat-Pusat dan
Inspektorat

3671 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2,415,000,000 2,415,000,000

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)

3671.EBD
Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]

70 Dokumen,
Layanan,
Laporan,

Rekomendasi

2,415,000,000 2,415,000,000 KP

KOTA JAKARTA TIMURLokasi :

3671.EBD.001 Hasil Pengawasan Internal Bpkp 2,120,998,0002,120,998,00040.0 Dokumen

2,120,998,0002,120,998,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

2,120,998,000Pelaksanaan Pengawasan201 2,120,998,000

3671.EBD.002 Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
Internal 48,580,00048,580,0002.0 Dokumen

48,580,00048,580,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

48,580,000Pelaksanaan Koordinasi051 48,580,000

3671.EBD.003 Hasil Evaluasi Sakip Bpkp 137,711,000137,711,00016.0 Dokumen

137,711,000137,711,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

137,711,000Pelaksanaan Evaluasi051 137,711,000

3671.EBD.004 Hasil Evaluasi Maturitas Spip Bpkp 107,711,000107,711,00012.0 Dokumen

107,711,000107,711,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

107,711,000Pelaksanaan Evaluasi051 107,711,000
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Sasaran Program :
089.01.WA 9,194,030,000Program Dukungan Manajemen 9,194,030,000

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan BPKP

Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks Kesehatan BPKP

01.02 Indeks RB

01.03 Opini BPK

01.04 Nilai SAKIP

01.05 Indeks Reputasi

01.06 Maturitas SPIP

01.07 Indeks MR

01.08 IACM BPKP

01.09 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

01.10 Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat
WBK/WBBM

3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen 9,194,030,000 9,194,030,000

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)

3676.EBA
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]

2 Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

9,064,594,000 9,064,594,000 KP

KOTA JAKARTA TIMURLokasi :

3676.EBA.962 Layanan Umum 197,780,000197,780,0001.0 Layanan

197,780,000197,780,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

158,682,000Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan UmumTU1 158,682,000

39,098,000Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RBTU2 39,098,000

3676.EBA.994 Layanan Perkantoran 8,866,814,0008,866,814,0001.0 Layanan

8,231,364,0008,231,364,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

8,231,364,000Gaji dan Tunjangan001 8,231,364,000

635,450,000635,450,000JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

635,450,000Operasional dan Pemeliharaan Kantor002 635,450,000

3676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 20 Unit, m2, Paket 129,436,000 129,436,000 KP

KOTA JAKARTA TIMURLokasi :

3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal 129,436,000129,436,00020.0 Unit

129,436,000129,436,000JUMLAH KOMPONEN UTAMA

111,304,000Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi052 111,304,000

18,132,000Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran053 18,132,000
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RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

PDN

2023 2022

11,609,030,000

0

0

0

0

0

0

Jakarta, 26 Juli 2023

11,609,030,000

TOTAL

0SBSN


